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Abstract 

The harmony among religious communities in Pabuaran Village, which has long 

been established, needs to be maintained, strengthened, and fostered through active 

collaboration among its diverse religious communities to develop the potential and 

community resources. Hence, the Pabuaran Village Harmony Association (PKDP) 

was formed. The research methodology used in this study is a descriptive qualitative 

approach with the Miles and Huberman analysis model. The findings of this study 

include: 1) PKDP was formed on the basis of togetherness in diversity. Each 

member has equal influence and equal rights in deliberation and decision-making. 

This is in contrast to many other institutions that often have strict hierarchies and 

the dominance of certain individuals. 2) The existence of a balanced leadership 

rotation mechanism between religions has been a progressive and inclusive step in 

ensuring diversity is equally represented in the leadership of the institution. This 

finding is different from some other institutions that tend to appoint leaders based 

on the preferences of the majority group. 3) The findings show that PKDP is able to 

cope well with pressures from within and outside the institution. In facing pressure 

from within, PKDP builds a culture of dialog and open communication to resolve 

conflicts. Meanwhile, to deal with external pressures, PKDP builds networks and 

cooperation with various related parties. This finding is surprising because PKDP is 

able to maintain the integrity and stability of the institution in the face of internal 

and external challenges. 4) PKDP periodically evaluates and revises institutional 

rules to keep them in line with community needs and social dynamics. All members 

are involved in the evaluation and revision process to ensure that the rules are in 

line with members' aspirations. This finding is different from some other institutions 

that tend to be less responsive to social change. 
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Abstract 

Kerukunan umat beragama di Desa Pabuaran yang telah terjalin sejak lama perlu 

diperkuat dengan cara dihidupkan kerja sama aktif antar umat beragamanya untuk 

mengembangkan potensi masyarakatnya. Atas dasar itu maka dibentuklah Paguyuban 

Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP). Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mendapatkan: 1) 

PKDP dibentuk dengan dasar kebersamaan dalam keberagaman. Setiap anggota memiliki 

pengaruh yang sama dan hak yang setara dalam bermusyawarah dan pengambilan 

keputusan. Hal ini berbeda dengan banyak lembaga lain yang seringkali memiliki hirarki 

yang ketat dan dominasi dari beberapa individu tertentu. 2) Adanya mekanisme rotasi 

kepemimpinan yang berimbang antar agama telah menjadi langkah yang progresif dan 

inklusif dalam memastikan keberagaman diwakili secara merata dalam pimpinan lembaga. 

Temuan ini berbeda dengan beberapa lembaga lain yang cenderung menunjuk pemimpin 

berdasarkan preferensi kelompok mayoritas. 3) Temuan menunjukkan bahwa PKDP mampu 

mengatasi tekanan dari dalam dan luar lembaga dengan baik. Dalam menghadapi tekanan 

dari dalam, PKDP membangun budaya dialog dan komunikasi yang terbuka untuk 

menyelesaikan konflik. Sementara itu, untuk menghadapi tekanan dari luar, PKDP 

membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Temuan ini 

mengejutkan karena PKDP mampu menjaga keutuhan dan kestabilan lembaga dalam 

menghadapi tantangan internal dan eksternal. 4) PKDP secara berkala melakukan evaluasi 

dan revisi aturan lembaga agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika 

sosial. Seluruh anggota terlibat dalam proses evaluasi dan revisi untuk memastikan 

kesesuaian aturan dengan aspirasi anggota. Temuan ini berbeda dengan beberapa lembaga 

lain yang cenderung kurang responsif terhadap perubahan sosial. 
 

Kata Kunci: Dinamika Kelembagaan, Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran, Kerukunan Umat 

Beragama 

 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang 

dikenal dengan pluralitas masyarakatnya. 

Sebuah negara yang kaya akan 

keragaman suku, agama, dan budaya. 

Namun, di tengah keberagaman ini, 

konflik berlatar belakang agama 

seringkali timbul, mengancam harmoni 

dan persatuan bangsa. SETARA Institute 

mencatat banyak insiden pelanggaran 

kebebasan beragama dan konten ujaran 

kebencian berbasis SARA, yang 

menunjukkan adanya gesekan antar umat 
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beragama di Indonesia.1 Konflik berlatar 

belakang agama juga sering muncul 

akibat perbedaan keyakinan dan 

pandangan hidup. Belum lagi ujaran 

kebencian yang berlatar SARA dapat 

mengisi celah persatuan yang ada. 

Berdasar pada hasil Konferensi Pers 

Virtual dari Media Center Kantor 

Kementerian Kominfo pada April 2021 

lalu, ditemukan fakta bahwa Kementerian 

Komunikasi dan Informatika telah 

menangani 3.640 konten yang berisi 

tentang ujaran kebencian berbasis SARA 

(Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) 

sejak tahun 2018.2 Baik konflik maupun 

tindakan yang memicu gesekan antar 

umat beragama dapat mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa, karena 

bisa memecah belah dan memperkuat 

perbedaan daripada memperkuat 

persamaan dan nilai-nilai bersama. 

Konflik di beberapa daerah yang 

berlatar belakang perbedaan agama telah 

menimbulkan ketegangan dan 

ketidakamanan, seperti insiden bentrok 

antara kelompok agama yang berbeda di 

beberapa kota. Menjadikan kita harus 

waspada terhadap potensi konflik berlatar 

belakang agama yang dapat mengancam 

harmoni dan persatuan bangsa. Penting 

juga bagi kita semua untuk 

mempromosikan toleransi serta saling 

memahami antar umat beragama. Dengan 

demikian, kita dapat menciptakan 

masyarakat yang harmonis dan sejahtera, 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

persatuan dan kesatuan sebagai bangsa 

Indonesia. 

Kerukunan umat beragama 

menegaskan bahwa penting untuk 

mengembangkan sikap toleransi dan 

saling pengertian antar umat beragama. 

Dalam lingkungan yang beragam, sikap 

ini akan memungkinkan terciptanya 

hubungan yang harmonis dan damai. 

Agama dalam hal ini memiliki potensi 

sebagai alat untuk menciptakan 

perdamaian dan mengatasi konflik. 

Agama dalam praktiknya memiliki 

berbagai fungsi dalam kehidupan 

masyarakat yang mencakup fungsi 

edukatif, penyelamat, perdamaian, 

kontrol sosial, memupuk rasa solidaritas, 

transformatif dan sublimatif. 3  Fungsi 

agama sebagai fungsi perdamaian bagi 

masyarakat memiliki keterkaitan kuat 

dengan hidup rukun, aman dan toleransi 

antar umat beragama. Sehingga, kita 

semestinya tidak merusak kedamaian 

yang ada yang memicu perpecahan antara 

sesama di dunia, justru seharusnya 

menciptakan perdamaian dan menggapai 

kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56: 4 

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan 

di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 

dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang yang 

berbuat kebaikan”. Prinsip-prinsip moral 

dan etika dalam agama dapat menjadi 

landasan bagi upaya meredam 

ketegangan dan membangun 

kesepahaman antar umat beragama. 

Sebagai tambahan, kerukunan umat 

beragama dapat menjadi perekat yang 

memperkuat keutuhan sosial dalam suatu 

masyarakat. Dengan adanya harmoni 

antar umat beragama, kesatuan dan 

kebersamaan dalam mencapai tujuan 

bersama dapat ditingkatkan. 

Sebagaimana praktik di beberapa 

negara dengan keberagaman agama, 

kebijakan yang mendukung kerukunan 

antar umat beragama biasa dilakukan, 

seperti pendirian tempat ibadah bersama 

dan peringatan hari-hari besar agama 

bersama. Dengan memanfaatkan potensi 

agama sebagai alat menciptakan 

perdamaian, kita optimis akan dapat 

memperkuat keutuhan sosial dalam 

masyarakat yang beragam itu.  

Di tengah beragamnya agama dan 

kepercayaan di Indonesia, menjaga 

kerukunan umat beragama menjadi 

prioritas penting untuk mewujudkan 
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kedamaian bagi seluruh warga negara. 

Adanya forum-dialog seperti FKUB dan 

lembaga kerukunan, seperti PKDP di 

Desa Pabuaran, menjadi langkah konkret 

untuk memelihara kerukunan antar umat 

beragama. Pemerintah memfasilitasi 

hadirnya forum yang bisa menjadi wadah 

untuk melakukan dialog antar umat 

beragama dan mensosialisasikan pesan 

kerukunan melalui peraturan yang dibuat 

Pemerintah. Sebagaimana salah satu isi 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 

2006 adalah pemberdayaan Forum 

Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 

sebagaimana diatur pada Bab III Pasal 8, 

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. 

FKUB adalah forum yang dibentuk oleh 

masyarakat dan difasilitasi oleh 

pemerintah dalam rangka membangun 

memelihara dan memberdayakan umat 

beragama untuk kerukunan dan 

kesejahteraan. 5  Dengan adanya forum-

dialog ini, diharapkan kesalahpahaman 

dan konflik antar agama dapat 

diminimalkan melalui komunikasi 

partisipatif dan saling memahami. 

Forum-dialog, seperti FKUB 

dan/atau PKDP, memberikan tempat bagi 

para pemangku kepentingan dari berbagai 

agama untuk berinteraksi secara terbuka. 

Melalui forum ini, perbedaan pandangan 

dan kepentingan dapat diajukan, 

didengarkan, dan dipertimbangkan 

bersama-sama. Secara garis besar, tugas 

FKUB/PKDP ini sendiri sebagai forum 

dialog antar tokoh agama dan tokoh 

masyarakat yang di dalamnya dapat 

menampung dan menyalurkan aspirasi 

dari ormas keagamaan maupun 

masyarakat dalam bentuk rekomendasi 

sebagai bahan kebijakan pemerintah dan 

melakukan sosialisasi terhadap peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan di 

bidang keagamaan yang berkaitan dengan 

kerukunan umat beragama dan 

pemberdayaan masyarakat. 6  Forum-

dialog ini mendorong komunikasi yang 

partisipatif, di mana masing-masing 

pihak dapat berbicara, mendengarkan, 

dan memahami sudut pandang dan 

kebutuhan satu sama lain. Dengan 

demikian, kesalahpahaman dapat 

diminimalkan, dan kerukunan antar umat 

beragama dapat ditingkatkan. 

Sebagai contoh, PKDP di Desa 

Pabuaran mengadakan kegiatan 

anjangsana para anggota ke tempat 

ibadah di hari-hari besar keagamaan 

masing-masing, sehingga saling 

memahami tradisi dan kepercayaan 

agama satu sama lain. Melalui forum-

dialog, sosialisasi peraturan dan undang-

undang yang berhubungan dengan 

kebebasan beragama dan beribadah dapat 

diselenggarakan, sehingga pemahaman 

tentang hak dan kewajiban dalam 

beragama semakin jelas bagi masyarakat. 

Tulisan ini bertujuan untuk 

memperkenalkan latar belakang dan 

pentingnya kerukunan umat beragama di 

Indonesia, dengan fokus pada keberadaan 

PKDP di Desa Pabuaran sebagai salah 

satu contoh forum kerukunan tingkat 

desa. Tulisan ini juga ingin menyoroti 

peran PKDP sebagai forum-dialog antar 

umat beragama yang didukung 

pemerintah (di berbagai levelnya) dalam 

mempromosikan, menjaga, dan 

memberdayakan umat beragama untuk 

mencapai kerukunan dan kesejahteraan 

bersama. Diharapkan tulisan ini dapat 

meningkatkan kesadaran tentang 

pentingnya kerukunan umat beragama 

dan mempromosikan upaya untuk 

mewujudkannya demi menciptakan 

masyarakat yang harmonis. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk dapat 

menjelaskan dinamika Paguyuban 

Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP) 

dalam menjaga kerukunan umat 
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beragama di Desa Pabuaran Kecamatan 

Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 

paradigma penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang terdiri 

dari serangkaian praktik penaksiran 

material yang membuat fenomena 

menjadi terlihat, mengubah fenomena 

menjadi serangkaian representasi yang 

mencakup berbagai catatan lapangan, 

wawancara, percakapan, foto, rekaman 

dan catatan pribadi. Sehingga, penelitian 

kualitatif melibatkan suatu pendekatan 

penafsiran yang naturalistik terhadap 

fenomena yang terjadi.7  

Subjek dalam penelitian ini adalah 

anggota Paguyuban Kerukunan Desa 

Pabuaran (PKDP), stakeholder Desa 

Pabuaran (Kepala Desa), Inisiator 

Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran 

(PKDP), dan masyarakat. Objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah 

dinamika dalam Paguyuban Kerukunan 

Desa Pabuaran (PKDP) dalam menjaga 

kerukunan umat beragama, pola 

hubungan dalam kelembagaan PKDP, 

dan keberlangsungan pengembangan 

(PKDP) sebagai lembaga kerukunan 

dalam menjaga kerukunan umat 

beragama.  

Penelitian ini berlokasi di Desa 

Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur 

Kabupaten Bogor. Waktu penelitian 

dimulai dari Juli 2022 sampai dengan 

Oktober 2022. Data dikumpulkan dengan 

mengunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun 

teknik analisis data penelitian yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah menurut Miles dan Huberman 

yang menyarankan tiga tahap dalam 

analisis data penelitian kualitatif, yakni: 

reduksi data, display data dan penarikan 

kesimpulan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Temuan Penelitian 

PKDP merupakan lembaga yang 

didirikan untuk menjaga kerukunan antar 

umat beragama di Desa Pabuaran. 

Lembaga ini menjadi wadah bagi para 

tokoh perwakilan dari setiap agama untuk 

memudahkan komunikasi dan 

menyampaikan aspirasi mengenai 

masalah kehidupan keagamaan di 

masyarakat. PKDP hadir sebagai respons 

atas kebutuhan untuk memelihara 

kerukunan antar umat beragama di Desa 

Pabuaran. Dengan menjadi wadah bagi 

para tokoh perwakilan agama, PKDP 

memungkinkan terciptanya dialog dan 

musyawarah antar umat beragama. Hal 

ini akan memfasilitasi penyelesaian 

masalah kehidupan keagamaan secara 

bersama-sama dan memperkuat 

kerukunan di tengah perbedaan. PKDP 

tidak hanya fokus pada aspek kerukunan, 

tetapi juga berperan dalam mendukung 

pembangunan lokal. Melalui 

pengembangan ekonomi kreatif, 

pariwisata, dan pelestarian budaya, 

lembaga ini berupaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan 

mendorong pertumbuhan wilayah Desa 

Pabuaran. 

Selama berkiprah, PKDP telah 

menyelenggarakan berbagai kegiatan 

dialog antar umat beragama, termasuk 

anjangsana para anggota ke tempat 

ibadah pada hari-hari besar keagamaan, 

yang memperkuat kerukunan dan 

memahami tradisi agama lain. Selain itu, 

PKDP juga telah menginisiasi kegiatan 

pariwisata berbasis budaya, seperti 

festival budaya, yang tidak hanya 

mempertahankan budaya leluhur, tetapi 

juga menarik wisatawan untuk 

berkunjung ke Desa Pabuaran, 

memberikan manfaat ekonomi bagi 

masyarakat. Melalui forum-dialog dan 

dukungan terhadap pembangunan lokal, 

PKDP mampu menciptakan lingkungan 
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harmonis di tengah beragamnya agama 

dan kepercayaan. Kerjasama aktif antar 

umat beragama dalam PKDP juga 

memberikan dorongan untuk 

mengembangkan potensi-potensi 

masyarakat demi mencapai kesejahteraan 

bersama.  

 

1. Masalah kepengurusan dan anggota 

Pengurus dan anggota PKDP 

berasal dari para tokoh perwakilan tiap 

agama di Desa Pabuaran, yang dipilih 

berdasarkan kriteria penting untuk 

memastikan kesesuaian peran dan 

kontribusi mereka dalam menjaga 

kerukunan umat beragama. Kriteria 

tersebut meliputi jiwa nasionalis yang 

berasaskan Pancasila, pemahaman 

tentang pola hidup bermasyarakat, latar 

belakang dan pengalaman organisasi 

serta pendidikan, dan cara pandang 

mereka terhadap keberagaman dan 

keyakinan. Pengurus dan anggota PKDP 

yang dipilih berdasarkan kriteria penting 

membantu memastikan bahwa lembaga 

ini diisi oleh individu-individu yang 

memiliki kapabilitas, pengetahuan, dan 

sikap yang tepat dalam memelihara 

kerukunan umat beragama. Anggota 

PKDP berasal dari tiap agama yang ada 

di Desa Pabuaran, sehingga lembaga ini 

memiliki representasi yang merata dan 

dapat mewakili seluruh komunitas 

keagamaan dalam menyampaikan pesan-

pesan kerukunan. 

Anggota PKDP memiliki latar 

belakang pendidikan, pengalaman yang 

kaya serta memiliki pandangan inklusif 

pada gilirannya akan dapat mengadvokasi 

perdamaian dan berusaha untuk meredam 

ketegangan antara kelompok agama 

ketika muncul perbedaan pendapat dalam 

menghadapi isu-isu keagamaan. Dengan 

kriteria penting yang digunakan untuk 

memilih pengurus dan anggota PKDP, 

lembaga ini dapat berfungsi sebagai 

representasi yang mewakili seluruh 

komunitas keagamaan di Desa Pabuaran 

dalam menjaga kerukunan. Selain itu 

diharapkan bahwa anggota PKDP 

memiliki peran dan kontribusi yang 

penting untuk mendukung eksistensi dan 

dampak positif dari kegiatan lembaga ini 

bagi masyarakat.  

PKDP (Pusat Kerukunan Umat 

Beragama) di Desa Pabuaran memiliki 

pengurus dan anggota yang berasal dari 

para tokoh perwakilan dari setiap agama 

di wilayah tersebut. Tokoh-tokoh ini 

dipilih oleh umat agamanya masing-

masing berdasarkan kriteria penting, 

termasuk ketokohannya dan 

kemampuannya untuk mewakili umat 

dalam PKDP. Selain itu, kriteria lain 

yang dianggap penting dalam pemilihan 

tokoh tersebut adalah jiwa nasionalis 

berdasarkan Pancasila, pemahaman 

tentang pola hidup bermasyarakat, latar 

belakang dan pengalaman organisasi 

serta pendidikan, serta pandangan mereka 

terhadap keberagaman dan keyakinan. 

Proses pemilihan tokoh pengurus 

dan anggota PKDP tidak dilakukan 

secara sembarangan. Para tokoh yang 

mewakili agamanya di PKDP harus 

melewati pertimbangan dan dinilai 

apakah mereka memenuhi kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pemilihan tokoh yang tepat 

penting karena mereka tidak hanya 

berperan sebagai perwakilan agama tetapi 

juga harus menjadi cerminan dari PKDP 

itu sendiri dalam menyampaikan tujuan 

dan pesan-pesan dari lembaga tersebut. 

Kontribusi dan peran dari tokoh dan 

anggota PKDP sangat penting untuk 

mendukung eksistensinya, agar kegiatan 

yang dilakukan oleh PKDP dapat 

memberikan dampak positif bagi 

masyarakat. Hasil wawancara dengan 

beberapa narasumber mengungkapkan 

bahwa proses pemilihan pengurus dan 

anggota PKDP di Desa Pabuaran sangat 

selektif.  

Dari penuturan narasumber, 

terlihat bahwa tokoh-tokoh yang menjadi 
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pengurus dan anggota PKDP dipilih 

berdasarkan pertimbangan yang cermat 

dan memperhatikan kriteria-kriteria yang 

telah dijelaskan. Pemahaman tentang 

keberagaman dan pentingnya hidup 

rukun antar umat beragama menjadi 

fokus utama dalam pemilihan tokoh ini. 

Kriteria-kriteria tersebut tidak dijelaskan 

secara tertulis, tetapi setiap tokoh 

diharapkan memiliki jiwa nasionalis, 

pemahaman pola hidup bermasyarakat, 

latar belakang dan pengalaman organisasi 

serta pendidikan yang memadai, dan 

pandangan yang bijaksana terhadap 

keberagaman dan keyakinan. Wawancara 

dengan narasumber juga mengungkapkan 

bahwa kriteria-kriteria pemilihan tokoh 

PKDP tidak dijelaskan secara tertulis, 

namun pemahaman yang baik tentang 

keberagaman dan pentingnya hidup 

rukun antar umat beragama menjadi 

faktor kunci dalam pemilihan. Selain itu, 

latar belakang pendidikan, pengalaman 

organisasi, dan pemahaman tentang pola 

hidup bermasyarakat juga menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan tokoh. 

Hal ini menunjukkan pentingnya 

pemahaman dan kesadaran tokoh dan 

anggota PKDP dalam menjaga kerukunan 

umat beragama di Desa Pabuaran. 

 

2. Tentang aturan kelembagaan 

Struktur kelembagaan dalam 

PKDP didasarkan pada asas kolektif 

kolegial, di mana sistem kepemimpinan 

melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan dan menerapkan prinsip 

musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan. Penggunaan sistem 

kepemimpinan kolektif kolegial 

bertujuan untuk menciptakan 

kebersamaan dan memastikan semua 

pihak yang terlibat memiliki pengaruh 

dan hak yang sama dalam 

bermusyawarah dan mengambil 

keputusan. Pemilihan kepengurusan 

PKDP dilakukan melalui musyawarah 

bersama para tokoh agama dan 

stakeholder desa, seperti kepala desa dan 

aparatur desa lainnya. Setiap tokoh 

agama yang duduk di PKDP diusung oleh 

umat agamanya karena ketokohannya dan 

dipilih berdasarkan kriteria khusus yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Dalam 

kepengurusan PKDP, semua anggota 

memiliki pengaruh dan hak yang sama 

dalam bermusyawarah dan mengambil 

keputusan, karena lembaga ini dibentuk 

dengan dasar kebersamaan dalam 

keberagaman. Dengan menerapkan 

sistem kepemimpinan kolektif kolegial, 

PKDP berhasil menciptakan lingkungan 

yang harmonis di tengah keberagaman 

agama. Hal ini menjadikan PKDP 

sebagai lembaga yang kuat dan efektif 

dalam menjaga kerukunan dan 

memajukan masyarakat di Desa 

Pabuaran.  

Dalam hasil observasi terhadap 

aturan kelembagaan PKDP, pembentukan 

struktur organisasi dan pemilihan 

kepengurusan dilakukan melalui proses 

musyawarah. Para tokoh agama yang 

hadir bersama stakeholder desa, termasuk 

kepala desa dan aparatur desa lainnya, 

ikut berpartisipasi dalam musyawarah 

untuk mencapai kesepakatan tentang 

kepengurusan yang akan dipilih. Proses 

ini bertujuan agar keputusan yang 

dihasilkan dapat diterima bersama oleh 

semua pihak yang terlibat dan setiap 

peserta musyawarah diberi kesempatan 

untuk mengusulkan nama-nama calon 

pengurus yang mewakili agama-agama 

dan struktur kelembagaan lainnya. 

Aturan kelembagaan PKDP 

didasarkan pada asas kolektif kolegial, di 

mana sistem kepemimpinan yang 

digunakan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan. Hal ini juga 

menunjukkan semangat partisipatif dan 

kebersamaan dalam pengambilan 

keputusan. Sistem kepemimpinan yang 

melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan membawa kontribusi dari 

para tokoh agama dan stakeholder desa 
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untuk menciptakan kesepakatan yang adil 

dan menguntungkan semua anggota 

lembaga. Proses musyawarah menjadi 

wadah untuk menampung pendapat dan 

usulan dari berbagai pihak, sehingga 

keputusan yang diambil mencerminkan 

kesepakatan bersama dan meminimalisir 

konflik di dalam lembaga. Dalam 

kepengurusan PKDP, pengaruh setiap 

individu, terutama para tokoh agama 

yang terlibat, memiliki tingkat kekuatan 

yang relatif sama. Mereka dipilih oleh 

masing-masing umat agama karena 

ketokohannya dan melalui kriteria khusus 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Setiap 

tokoh agama memiliki peran penting 

dalam mewujudkan tujuan PKDP di 

masyarakat, dan saat berada dalam 

kepengurusan, semua anggota memiliki 

hak yang sama untuk bermusyawarah dan 

berdiskusi, serta dijunjung tinggi dalam 

suasana saling menghormati dan 

menghargai. 

Penggunaan proses musyawarah 

dalam pembentukan struktur 

kelembagaan PKDP menunjukkan 

komitmen untuk mencapai kesepakatan 

yang inklusif dan memperkuat partisipasi 

dari semua pihak yang berkepentingan. 

Pendekatan kolektif kolegial dalam 

sistem kepemimpinan lembaga ini 

memberikan peluang yang sama bagi 

setiap tokoh agama untuk memiliki peran 

dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan program kerja PKDP. Selain 

bahwa pendekatan kolektif kolegial 

dalam sistem aturan kelembagaan PKDP 

mencerminkan pentingnya partisipasi dan 

inklusivitas dalam pengelolaan lembaga 

kerukunan tersebut. Hasil observasi juga 

menunjukkan bahwa kebersamaan dan 

penghargaan terhadap perbedaan dalam 

kepengurusan PKDP menciptakan 

lingkungan yang inklusif dan menghargai 

setiap anggota lembaga. Dengan 

melibatkan para tokoh agama dan 

stakeholder desa dalam musyawarah, 

semua pihak memiliki kesempatan yang 

sama untuk berkontribusi dan memiliki 

peran dalam struktur kepengurusan. 

Kebersamaan dalam proses pengambilan 

keputusan juga mencerminkan adanya 

saling menghargai dan menghormati 

antara anggota lembaga, sehingga 

menciptakan lingkungan kerja yang 

harmonis dan efektif dalam mencapai 

tujuan PKDP untuk mendukung 

pengembangan potensi kerukunan di 

Desa Pabuaran. Proses musyawarah dan 

pengaruh yang relatif setara ini 

mendorong keberagaman dan kesetaraan 

dalam lembaga kerukunan ini, sehingga 

tujuan kelembagaan untuk mendukung 

pengembangan potensi kerukunan di 

Desa Pabuaran dapat tercapai dengan 

lebih efektif dan harmonis. 

 

3. Sisi kepemimpinan 

PKDP (Paguyuban Kerukunan 

Desa Pabuaran) menerapkan struktur 

kepemimpinan yang menganut asas 

kolektif kolegial. Dalam struktur ini, 

terdapat ketua umum dan 6 ketua dari 

tiap agama, sekretaris bendahara, serta 

seksi-seksi bidang. Penyusunan struktur 

ini bertujuan untuk memastikan 

keputusan diambil secara bersama-sama 

dan mewakili seluruh agama yang ada di 

Desa Pabuaran. Melalui penerapan 

struktur kepemimpinan yang merata 

dalam PKDP memastikan representasi 

yang adil dari setiap agama dalam 

pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, semua komunitas keagamaan 

dapat memiliki perwakilan yang setara 

dan memiliki suara dalam segala hal yang 

berkaitan dengan kerukunan umat 

beragama. 

Saat membahas program 

pemberdayaan masyarakat, seksi-seksi 

bidang bekerja bersama-sama untuk 

merumuskan rencana dan langkah-

langkah yang tepat untuk mencapai 

tujuan tersebut. Dalam diskusi mengenai 

alokasi anggaran, keputusan diambil 

melalui voting bila tidak dapat 



 
 

160 
 

DAKWAH, Vol. 27, No. 2, 2023 

diputuskan secara mufakat, memberikan 

kesempatan bagi setiap anggota untuk 

menyampaikan dukungan atau sanggahan 

terhadap rencana anggaran yang 

diajukan. PKDP sebagai lembaga 

kerukunan umat beragama di Desa 

Pabuaran telah menunjukkan 

kesuksesannya dalam menerapkan 

struktur kepemimpinan yang kolektif 

kolegial. Dengan pengambilan keputusan 

berdasarkan musyawarah dan partisipasi 

aktif dari seluruh anggota, PKDP berhasil 

menciptakan representasi yang merata, 

mencari kesepahaman dan kompromi, 

serta memastikan partisipasi penuh dari 

setiap komunitas keagamaan yang ada.  

Dalam PKDP, kepemimpinan 

dijalankan dengan asas kolektif kolegial, 

yang tercermin dari struktur lembaga 

tersebut. PKDP saat ini terdiri dari ketua 

umum dan enam ketua dari setiap agama, 

serta sejumlah posisi lainnya seperti 

sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi 

bidang. Struktur ini dibentuk untuk 

memberikan arahan dan mengurus 

berbagai aspek administratif dan 

keuangan lembaga. Asas kolektif kolegial 

diadopsi untuk mengimplementasikan 

kepemimpinan yang inklusif dan 

partisipatif di PKDP. Struktur dengan 

ketua dari setiap agama menunjukkan 

semangat kebersamaan dan pengakuan 

atas pentingnya peran masing-masing 

agama dalam kerukunan umat beragama. 

Tugas-tugas yang terbagi dengan jelas di 

dalam lembaga mengindikasikan adanya 

perencanaan dan pengorganisasian yang 

matang. Kepemimpinan kolektif kolegial 

ini juga memungkinkan setiap anggota 

memiliki peran dan kontribusi dalam 

menyumbangkan ide dan gagasan, 

sehingga mewakili keberagaman 

pandangan dan perspektif yang ada. 

Narasumber menyampaikan 

beberapa keterbatasan dan kendala yang 

dihadapi oleh PKDP terkait 

kepemimpinan dan pelaksanaan tugas 

dan fungsi kepengurusan. Di antaranya 

karena faktor internal pribadi, seperti 

kesadaran dan pola pikir intelektual. 

Selain itu, PKDP belum memiliki payung 

hukum yang jelas karena belum memiliki 

Surat Keputusan (SK) untuk lembaga dan 

kepengurusannya. Hal ini mempengaruhi 

pelaksanaan program kerja lembaga. 

PKDP mengalami kevakuman 

dan sedang dalam proses pemulihan serta 

penanganan masalah yang perlu dibenahi. 

Masih belum matangnya gambaran dan 

konsep tugas serta program masing-

masing anggota menjadi salah satu 

tantangan yang harus diatasi dalam 

menjalankan peran lembaga. Wawancara 

juga mengungkapkan bahwa dalam 

pertemuan atau rapat yang diadakan, 

musyawarah berlangsung baik dengan 

asas musyawarah untuk mufakat. 

Pengambilan keputusan dilakukan secara 

toleran terhadap perbedaan pendapat dan 

pelanggaran yang ada. PKDP berupaya 

untuk menyelesaikan masalah dengan 

pendekatan komunikasi yang baik dan 

tetap mempertimbangkan kepentingan 

umat dari agamanya masing-masing. 

Dari hasil wawancara, terlihat 

bahwa asas kolektif kolegial dalam 

kepemimpinan PKDP sejalan dengan 

pengalaman dan pandangan para 

narasumber. Hal ini menunjukkan 

partisipasi aktif dari anggota lembaga 

dalam menentukan arah dan kebijakan 

lembaga. Dengan asas musyawarah untuk 

mufakat, setiap anggota memiliki hak 

untuk menyampaikan pendapat dan 

memberikan kontribusi dalam proses 

pengambilan keputusan. Hal ini 

mencerminkan semangat kolektif kolegial 

yang menghargai keberagaman 

pandangan dan memprioritaskan 

kepentingan bersama di dalam lembaga. 

 

4. Tekanan kelembagaan 

PKDP (Paguyuban Kerukunan 

Desa Pabuaran) merupakan lembaga 

yang mewadahi para tokoh agama dengan 

tujuan untuk menjaga kerukunan umat 
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beragama di Desa Pabuaran. Beberapa 

kendala yang ditemui lembaga ini 

terutama terkait dengan Surat Keputusan 

(SK) dan masalah pendanaan. PKDP 

menjadi penting karena dalam 

keberagaman agama yang ada di Desa 

Pabuaran, lembaga ini berperan sebagai 

wadah untuk memperkuat dan 

mendukung kerukunan masyarakat serta 

mengembangkan potensi desa.  

Sebagaimana dijelaskan oleh pada 

narasumber bahwa tidak ada masalah 

berarti atau tekanan dari dalam PKDP itu 

sendiri yang bisa memecah lembaga. 

Sementara itu, pengunduran diri ketua 

umum sebelumnya dikarenakan faktor 

personal dari profesi yang bersangkutan. 

Disadari bahwa PKDP memiliki kekuatan 

pada kemampuan dan kesanggupan 

orang-orang atau pengurus yang ada di 

dalamnya, namun kendala yang dihadapi 

adalah kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang tentang PKDP yang 

berdampak pada rendahnya partisipasi 

langsung masyarakat. Kelemahan lain 

yang dapat digolongkan sebagai tekanan 

adalah belum adanya anggaran khusus 

lembaga, karena belum memiliki SK 

yang ditetapkan institusi terkait. Bilapun 

selama ini terdapat kegiatan, maka dapat 

dipastikan bahwa kegiatan tersebut masih 

menggunakan dana pribadi para 

anggotanya. PKDP sebagai lembaga 

kerukunan umat beragama di Desa 

Pabuaran telah berhasil mendapatkan 

respon baik dari masyarakat. Meskipun 

menghadapi kendala terutama terkait 

dengan SK dan pendanaan, PKDP 

berkomitmen untuk terus 

mengembangkan program kerjanya agar 

bisa memberdayakan masyarakat yang 

hidup rukun antar umat secara lebih aktif.  

Hasil observasi terhadap 

Paguyuban Kerukunan Desa Pabuaran 

(PKDP) menunjukkan bahwa lembaga ini 

tidak mengalami masalah atau tekanan 

dari dalam yang dapat memecahnya. 

Pengunduran diri ketua umum 

sebelumnya dikarenakan faktor personal 

dari profesi yang bersangkutan, bukan 

karena tekanan internal. PKDP memiliki 

kekuatan pada kemampuan dan 

kesanggupan anggota serta masih 

menggunakan dana pribadi para anggota 

dalam kegiatannya karena belum 

memiliki anggaran khusus dan Surat 

Keputusan (SK) dari institusi terkait. 

Sehingga saat ini, PKDP lebih fokus pada 

proses pembuatan Surat Keputusan (SK) 

yang ditunggu dari kabupaten atau 

provinsi. 

PKDP berfungsi sebagai wadah 

bagi tokoh-tokoh agama di Desa 

Pabuaran untuk menjaga kerukunan umat 

beragama. Pengunduran diri ketua umum 

dan perubahan struktur kepengurusan 

terjadi karena kevakuman yang dialami 

PKDP, namun langkah ini dilakukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja lembaga. Beberapa narasumber 

juga menyatakan bahwa tekanan atau 

intervensi dari luar tidak signifikan, dan 

saran-saran yang muncul berasal dari 

FKUB Kabupaten dan Balai Litbang 

Kemenag Jakarta. Hasil wawancara 

memberikan gambaran bahwa PKDP 

menghadapi tekanan kelembagaan yang 

dapat berasal dari dalam maupun dari 

luar. Namun, tekanan dari dalam lebih 

mudah diatasi karena dapat 

dikomunikasikan dengan baik oleh para 

anggota lembaga. Pengunduran diri ketua 

umum yang disebabkan oleh faktor 

personal menunjukkan pentingnya seleksi 

dan kesesuaian dalam memilih pemimpin 

lembaga. Selain itu, adanya intervensi 

dari pihak luar, seperti saran-saran dari 

FKUB Kabupaten, menunjukkan bahwa 

PKDP tidak berdiri sendiri dan perlu 

berkoordinasi dengan institusi lain dalam 

menjalankan kegiatannya. 

Dari hasil observasi, terlihat 

bahwa PKDP memiliki pendekatan 

kerukunan umat beragama yang berbasis 

kebersamaan dan partisipasi aktif 

anggota. Struktur kepengurusan yang 
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mewakili setiap agama dan perubahan 

yang dilakukan menunjukkan semangat 

adaptasi dan kemauan untuk terus 

berkembang. PKDP juga menunjukkan 

respons yang positif dari masyarakat 

dengan adanya dukungan terhadap 

kehadiran lembaga ini dan keinginan 

untuk berpartisipasi dalam kegiatannya. 

Meskipun PKDP menghadapi kendala 

terkait SK dan pendanaan, langkah-

langkah yang diambil untuk 

mengatasinya menunjukkan upaya untuk 

tetap berkembang dan efektif dalam 

menjalankan misi sebagai lembaga 

kerukunan umat beragama. Pengunduran 

diri ketua umum dan perubahan struktur 

kepengurusan merupakan bagian dari 

dinamika organisasi dan upaya untuk 

meningkatkan kinerja lembaga. Pengaruh 

dan saran-saran yang berasal dari luar, 

seperti FKUB Kabupaten dan Balai 

Litbang Kemenag Jakarta, menunjukkan 

keterlibatan dan ketergantungan PKDP 

dengan institusi lain dalam 

mengembangkan potensi kerukunan di 

Desa Pabuaran. Meskipun demikian, 

PKDP tetap berpegang pada nilai-nilai 

kerukunan dan memastikan keputusan 

dan kesepakatan diambil oleh anggota 

lembaga itu sendiri. 

 

B. Analisis 

Dalam penelitian ini, ditemukan 

bahwa pengurus dan anggota PKDP 

adalah tokoh-tokoh agama yang diusung 

oleh umat agamanya karena 

ketokohannya dan kriteria khusus yang 

telah ditentukan. Mereka dipilih melalui 

proses musyawarah yang melibatkan 

semua pihak yang berkepentingan. 

Anggota PKDP berasal dari berbagai 

latar belakang organisasi dan profesi, 

yang membawa keberagaman dan 

progresivitas dalam kegiatan lembaga. 

PKDP berhasil menciptakan lingkungan 

kerja yang saling menghargai dan 

menghormati antara anggotanya. Dalam 

hal pengurus dan anggota, penelitian ini 

menunjukkan bahwa PKDP berhasil 

menghimpun tokoh-tokoh agama yang 

diusung oleh umatnya masing-masing. 

Hal ini menandakan bahwa masyarakat di 

Desa Pabuaran memiliki kesadaran akan 

pentingnya kerukunan antar agama dan 

bersedia berpartisipasi aktif dalam 

menjalankan kegiatan lembaga ini. 

Kepemimpinan dalam PKDP 

dilakukan oleh ketua umum dan ketua 

dari masing-masing agama. Terjadi 

perubahan struktur kepengurusan dalam 

PKDP karena adanya kevakuman dan 

pengunduran diri ketua umum 

sebelumnya. Kepemimpinan dalam 

PKDP didasarkan pada asas kolektif 

kolegial, yang memungkinkan semua 

pihak memiliki pengaruh yang setara 

dalam pengambilan keputusan. 

Keberadaan kelembagaan yang 

mendukung dan memberdayakan para 

tokoh agama menjadi penting untuk 

mencapai tujuan PKDP. Pengaruh yang 

setara dan pengambilan keputusan 

melalui musyawarah menunjukkan 

bahwa lembaga ini berupaya 

mengedepankan kebersamaan dan 

partisipasi dari semua pihak yang 

berkepentingan. Hal ini menandakan 

bahwa PKDP memberikan perhatian pada 

nilai-nilai demokrasi dan penguatan 

peran anggota dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Dalam penelitian ini, tidak 

ditemukan tekanan dari dalam PKDP itu 

sendiri yang dapat memecah lembaga. 

Pengunduran diri ketua umum 

sebelumnya dikarenakan faktor personal 

dari profesi yang bersangkutan. Tekanan 

dan masalah yang mungkin timbul dari 

dalam PKDP tergantung pada bagaimana 

para anggota mengkomunikasikan dan 

menyelesaikannya. Intervensi dari luar 

lebih mengarah kepada saran-saran yang 

berasal dari FKUB Kabupaten. Selain itu, 

campur tangan dari pihak luar juga 

melibatkan Balai Litbang Kementerian 

Agama Jakarta yang membantu dalam 
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perencanaan dan pertimbangan 

keputusan. Meskipun menghadapi 

berbagai tekanan, lembaga ini berhasil 

bertahan dan mengatasi tekanan tersebut 

dengan mengedepankan semangat 

kerjasama dan musyawarah. Hal ini 

menandakan bahwa PKDP memiliki 

fleksibilitas dan ketangguhan dalam 

menghadapi dinamika lingkungan yang 

selalu berubah. 

Aturan kelembagaan PKDP 

dibentuk melalui proses musyawarah 

yang melibatkan para tokoh agama dan 

stakeholder desa. Struktur kepengurusan 

PKDP mengalami perubahan dengan asas 

kolektif kolegial, yang memungkinkan 

semua anggota memiliki pengaruh dan 

hak yang setara. PKDP berusaha 

mengenalkan diri kepada masyarakat 

melalui sosialisasi yang dilakukan oleh 

para tokoh agama di tempat ibadah. 

Hambatan utama yang dihadapi oleh 

PKDP adalah Surat Keputusan (SK) dari 

institusi terkait yang akan menaungi 

PKDP sebagai lembaga kerukunan antar 

umat beragama di Desa Pabuaran. PKDP 

didirikan melalui proses musyawarah 

yang melibatkan para tokoh agama dan 

stakeholder desa. Hal ini menandakan 

bahwa PKDP memiliki dasar yang kuat 

dalam mendirikan struktur organisasi dan 

memiliki dukungan dari berbagai pihak 

yang terlibat. Aturan lembaga ini 

mencerminkan semangat kebersamaan 

dan keterlibatan aktif dari semua pihak 

yang berkepentingan. 

Hasil penelitian ini memiliki 

beberapa implikasi penting, yaitu : 

Pertama, dari segi pengurus dan anggota, 

PKDP berhasil menghimpun dan 

melibatkan tokoh-tokoh agama dari 

masing-masing umat. Implikasi positif 

dari hal ini adalah bahwa PKDP memiliki 

potensi untuk menjadi platform inklusif 

bagi warga desa dengan beragam latar 

belakang agama. Keberagaman anggota 

ini juga memperkaya perspektif dan 

pengalaman dalam menghadapi berbagai 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat, 

sehingga dapat memberikan solusi yang 

lebih holistik dan representatif. Kedua, 

dalam hal kepemimpinan, PKDP 

menerapkan model kepemimpinan 

kolektif kolegial dengan pengambilan 

keputusan melalui musyawarah. 

Implikasi positif dari model 

kepemimpinan ini adalah memperkuat 

partisipasi anggota dalam pengelolaan 

dan pengambilan keputusan lembaga. 

Selain itu, model ini dapat meningkatkan 

rasa memiliki dan tanggung jawab 

bersama terhadap keberlangsungan 

PKDP. Dengan adanya pengaruh yang 

setara, semua anggota merasa dihargai 

dan diakui peran serta mereka, sehingga 

menciptakan suasana kerjasama yang 

harmonis.  

Ketiga, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PKDP menghadapi 

berbagai tantangan dari dalam dan luar 

lembaga. Implikasi positif dari 

kemampuan PKDP dalam mengatasi 

tekanan ini adalah bahwa lembaga ini 

memiliki ketangguhan dalam 

menghadapi perubahan dan tantangan. 

Dalam situasi dinamis, kemampuan 

adaptasi dan musyawarah menjadi kunci 

dalam menjaga keberlanjutan dan 

relevansi lembaga. Keempat, aturan 

lembaga yang didirikan melalui proses 

musyawarah dan partisipatif 

mencerminkan semangat kebersamaan 

dan inklusivitas dalam PKDP. Implikasi 

positifnya adalah bahwa PKDP telah 

membangun dasar yang kuat dan 

legitimasi yang diterima oleh para 

anggota dan masyarakat. Aturan ini juga 

menunjukkan bahwa PKDP telah mampu 

menciptakan struktur organisasi yang 

representatif dan responsif terhadap 

kebutuhan dan aspirasi anggota. 

Hasil penelitian seperti penjelasan 

di atas dapat dijelaskan oleh beberapa 

faktor menentukan yang berperan dalam 

membentuk dinamika lembaga tersebut. 

Pertama, pola pengurus dan anggota 
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yang inklusif dalam PKDP dapat terjadi 

karena adanya kesadaran dan komitmen 

para tokoh agama untuk bersama-sama 

membangun kerukunan dan toleransi 

antar umat beragama di desa. Mereka 

menyadari pentingnya kehadiran lembaga 

yang mewadahi semua agama dalam 

menghadapi tantangan dan konflik yang 

mungkin muncul. Selain itu, partisipasi 

anggota yang beragam juga 

mencerminkan rasa kepemilikan dan 

tanggung jawab terhadap pembangunan 

desa yang lebih inklusif. Kedua, model 

kepemimpinan kolektif kolegial di PKDP 

dipilih karena mengandung nilai-nilai 

kebersamaan yang sudah melekat kuat 

dalam budaya masyarakat Desa 

Pabuaran. Model ini juga memperkuat 

keterlibatan anggota dalam proses 

pengambilan keputusan. Keberagaman 

pengurus yang dipilih berdasarkan 

usungan dari umat masing-masing juga 

bermakna sebagai bentuk representasi 

yang mengakomodasi aspirasi dari 

berbagai agama.  

Ketiga, tekanan kelembagaan 

yang dihadapi PKDP mencerminkan 

tantangan dari dalam dan luar lembaga. 

Dari dalam, tekanan muncul karena 

adanya perbedaan pandangan dan 

kepentingan di antara anggota yang dapat 

menimbulkan konflik internal. Namun, 

kemampuan PKDP untuk mengatasi 

tekanan tersebut menunjukkan 

kematangan dan komitmen anggota untuk 

menjaga kesatuan di antara mereka. Dari 

luar, tekanan muncul karena PKDP harus 

berurusan dengan institusi pemerintah 

dan masyarakat luas dalam mencari 

legalitas dan dukungan. Kemampuan 

PKDP untuk beradaptasi dan 

bernegosiasi dengan berbagai pihak 

menunjukkan kemampuan berjejaring 

lembaga yang terus diasah. Keempat, 

aturan lembaga yang didirikan melalui 

proses musyawarah mencerminkan nafas 

demokratis dalam mengambil keputusan. 

Proses ini memungkinkan semua anggota 

untuk memiliki kesempatan yang sama 

dalam menentukan kebijakan lembaga. 

Keberagaman anggota juga memastikan 

bahwa aturan yang dihasilkan mewakili 

kepentingan berbagai agama. Selain itu, 

aturan lembaga ini juga mencerminkan 

komitmen untuk membangun lembaga 

yang berbasis pada nilai-nilai 

kebersamaan, keadilan, dan inklusivitas. 

Selanjutnya, rekonsiderasi dari 

hasil penelitian ini terdiri atas beberapa 

langkah yang mengerucut pada perbaikan 

kualitas kelembagaan, sebagaimana 

berikut : Pertama, Membangun kapasitas 

kepemimpinan dengan menyediakan 

pelatihan manajemen, komunikasi, dan 

kepemimpinan yang efektif dalam 

mengelola lembaga dan menjalin 

hubungan dengan pihak luar. Kedua, 

Memperkuat mekanisme penyelesaian 

konflik internal dengan cara membangun 

budaya dialog dan komunikasi yang 

terbuka sehingga perbedaan pandangan 

dapat diselesaikan secara baik. 

Ketiga, Memperkuat jaringan dan 

kerjasama dengan pihak-pihak terkait 

seperti institusi pemerintah, organisasi 

agama, dan lembaga sosial lainnya untuk 

mendukung berjalannya berbagai 

program kerja.  

 

SIMPULAN 
Berdasarkan analisis dan hasil 

penelitian yang penulis teliti tentang 

dinamika Paguyuban Kerukunan Desa 

Pabuaran (PKDP) dalam menjaga 

kerukunan umat beragama di Desa 

Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur 

Kabupaten Bogor, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian mendapati beberapa 

temuan terkait kepengurusan dan 

anggota, aturan kelembagaan, 

kepemimpinan dan tekanan 

kelembagaan sebagai berikut : 

Pertama, PKDP dibentuk dengan 

dasar kebersamaan dalam 

keberagaman. Setiap anggota 
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memiliki pengaruh yang sama dan 

hak yang setara dalam 

bermusyawarah dan pengambilan 

keputusan. Hal ini berbeda dengan 

banyak lembaga lain yang seringkali 

memiliki hirarki yang ketat dan 

dominasi dari beberapa individu 

tertentu. Kedua, adanya mekanisme 

rotasi kepemimpinan yang berimbang 

antar agama telah menjadi langkah 

yang progresif dan inklusif dalam 

memastikan keberagaman diwakili 

secara merata dalam pimpinan 

lembaga. Temuan ini berbeda dengan 

beberapa lembaga lain yang 

cenderung menunjuk pemimpin 

berdasarkan preferensi kelompok 

mayoritas. Ketiga, temuan 

menunjukkan bahwa PKDP mampu 

mengatasi tekanan dari dalam dan 

luar lembaga dengan baik. Dalam 

menghadapi tekanan dari dalam, 

PKDP membangun budaya dialog 

dan komunikasi yang terbuka untuk 

menyelesaikan konflik. Sementara 

itu, untuk menghadapi tekanan dari 

luar, PKDP membangun jaringan dan 

kerjasama dengan berbagai pihak 

terkait. Temuan ini mengejutkan 

karena PKDP mampu menjaga 

keutuhan dan kestabilan lembaga 

dalam menghadapi tantangan internal 

dan eksternal. Keempat, PKDP secara 

berkala melakukan evaluasi dan revisi 

aturan lembaga agar tetap sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan 

dinamika sosial. Seluruh anggota 

terlibat dalam proses evaluasi dan 

revisi untuk memastikan kesesuaian 

aturan dengan aspirasi anggota. 

Temuan ini berbeda dengan beberapa 

lembaga lain yang cenderung kurang 

responsif terhadap perubahan sosial. 

2. Penelitian mengenai Paguyuban 

Kerukunan Desa Pabuaran (PKDP) 

memberikan sumbangan berharga 

dalam bentuk konsep dan metode 

baru yang relevan untuk mengelola 

lembaga kerukunan desa yang efektif 

dan inklusif. Pertama, penelitian ini 

memberikan konsep kebersamaan 

dalam keberagaman sebagai dasar 

pembentukan PKDP. Kedua, 

penelitian ini memperkenalkan 

metode rotasi kepemimpinan 

berdasarkan keberagaman agama 

yang bertujuan untuk memastikan 

kepemimpinan yang inklusif dan 

merata. Ketiga, sumbangan penelitian 

ini terletak pada konsep membangun 

budaya dialog dan komunikasi 

terbuka untuk mengatasi tekanan dari 

dalam lembaga. Keempat, PKDP 

menyumbangan konsep evaluasi dan 

revisi aturan secara berkala untuk 

menjaga kesesuaian dengan 

perkembangan masyarakat dan sosial.  

3. Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang perlu diperhatikan 

terutama dalam penggunaan hasil 

penelitian. Dengan kata lain, 

meskipun penelitian ini memberikan 

wawasan yang berharga tentang 

PKDP sebagai lembaga kerukunan, 

namun penelitian ini masih 

memerlukan pengembangan lebih 

lanjut untuk memperdalam 

pemahaman terutama tentang 

tantangan yang dihadapi lembaga ini 

dalam beroperasi dan mencapai 

tujuan kerukunan di tengah 

masyarakat yang beragam. 
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